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ABSTRACT

The recognition of indigenous peoples' customary land rights has
been constitutionally guaranteed in Indonesia; however, its implementation
within the national land administration system continues to face significant
challenges. The enactment of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/National Land Agency Regulation No. 14 of 2024 introduced
customary land certification as a legal instrument to strengthen the
recognition and protection of indigenous land rights. This study aims to
analyze the implementation mechanism of customary land certification,
identify the challenges encountered during its implementation, and evaluate
its effectiveness in providing legal certainty for indigenous peoples in
Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency.

This research employed a qualitative method with an empirical
juridical approach. Four purposively selected informants participated in the
study, consisting of officials from the Jayapura Land Office, the Secretary
of the Indigenous Peoples Task Force (GTMA), and the traditional leader
(Ondoafi) of the Sawoi Hnya Indigenous Community. Data were collected
through in-depth interviews, field observations, and document analysis.

The findings indicate that the implementation of customary land
certification is carried out through the integration of state law and customary
law, beginning with the formal recognition of the indigenous community by
the local government as the legal basis for the issuance of Land
Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL). The implementation is
constrained by overlapping forest areas, limited historical land records,
difficult geographical conditions, and differing community perceptions
regarding land certification. Nevertheless, the issuance of HPL has
strengthened legal certainty, enhanced the protection of customary land
rights, and improved the bargaining position of indigenous communities.
The study concludes that customary land certification is an effective
instrument for recognizing and protecting indigenous land rights, although
its long-term effectiveness requires stronger inter-agency coordination,
resolution of boundary disputes, and post-certification economic
empowerment programs.

Keywords: customary land rights; indigenous peoples; legal
certainty; customary land certification; land management rights.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi
kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya
maupun politik hukum. Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak semata-mata
dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki
makna identitas, spiritual, dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun.
Tanah ulayat menjadi dasar eksistensi masyarakat adat karena mengatur sistem
penguasaan, pemanfaatan sumber daya alam, serta tatanan sosial dan norma
adat yang hidup dalam komunitas tersebut (Fachri dkk., 2025).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah
memperoleh landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan
bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia dan
peraturan perundang-undangan”.

Pengakuan ini diperkuat juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang
mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun pengakuan normatif tersebut telah diatur secara jelas, dalam
praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum dan
perlindungan substantif terhadap hak ulayat masyarakat. Sistem pendaftaran
tanah nasional pada umumnya berorientasi pada kepemilikan individual,
sementara hak ulayat bersifat ulayat, kolektif, dan berbasis hukum adat. Kondisi
ini menyebabkan tanah ulayat sering kali tidak memiliki status hukum formal
dalam administrasi pertanahan, sehingga rentan terhadap konflik,
pengambilalihan, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat, terutama di wilayah

dengan tekanan pembangunan yang tinggi (Pulungan, 2023).



Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki
keberagaman masyarakat adat dengan sistem hak ulayat yang masih kuat dan
hidup. D1 Kabupaten Jayapura, tanah ulayat dikenal sebagai tanah pertuanan
yang pengalihannya harus melalui mekanisme pelepasan adat. Namun
demikian, mekanisme ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem
pendaftaran tanah nasional yang cenderung individualistis. Di sisi lain,
Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur,
perluasan kawasan permukiman, serta investasi skala besar yang membutuhkan
kepastian status tanah. Kondisi ini menempatkan tanah ulayat masyarakat adat
pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dan ketidakpastian (Triani
dkk., 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengakuan dan
perlindungan hak ulayat, salah satunya melalui penerbitan PeraturanMenteri
Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan ini memperkenalkan sertipikasi tanah ulayat sebagai instrumen
pengakuan formal negara terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui
penerbitan Sertipikat atas nama komunitas masyarakat hukum adat.

Di Kabupaten Jayapura, implementasi kebijakan ini memperoleh
momentum penting dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor
188.4/435 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya di Distrik Kemtuk Gresi.
Keputusan tersebut secara yuridis mengakui keberadaan masyarakat hukum
adat beserta wilayah adatnya yang telah dipetakan dan diverifikasi. Namun
demikian, pengakuan normatif tersebut belum secara otomatis menjamin
terlaksananya sertipikasi tanah ulayat secara efektif di lapangan.

Berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi sertipikasi tanah
ulayat, mulai dari aspek administratif, teknis pemetaan, koordinasi antar
lembaga, hingga keselarasan antara hukum negara dan hukum adat. Selain itu,

proses sertipikasi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila



dilakukan tanpa partisipasi masyarakat adat secara bermakna dan tanpa

menghormati struktur kelembagaan adat yang hidup (Gorby dkk., 2023). Oleh

karena itu, penelitian mengenai implementasi sertipikasi tanah ulayat dalam

rangka pengakuan hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Jayapura menjadi

penting untuk dilakukan guna menilai bagaimana efektivitas kebijakan tersebut

dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan bahwa

pertanyaan penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana mekanisme implementasi sertipikasi tanah ulayat sebagai

bentuk pengakuan hak ulayat masyarakat adat di Distrik Kemtuk Gresi?

. Apa saja kendala yang terjadi dalam implementasi sertipikasi tanah ulayat

di Distrik Kemtuk Gresi ?
Bagaimana efektivitas sertipikasi tanah ulayat dalam memberikan kepastian
hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat Distrik Kemtuk Gresi ?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1.

Mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme implementasi sertipikasi
tanah ulayat di Distrik Kemtuk Gresi..
Mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam implementasi sertipikasi

tanah ulayat di Distrik Kemtuk Gresi.

. Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas sertipikasi tanah ulayat

dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak

masyarakat hukum adat di Distrik Kemtuk Gresi.

D. Manfaat Penelitian

l.

Manfaat Akademis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum agraria, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat
masyarakat adat serta implementasi sertipikasi tanah ulayat dalam sistem

pendaftaran tanah nasional.



2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi

Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam penyempurnaan
kebijakan dan praktik sertipikasi tanah wulayat, serta memperkuat

perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat.



BAB VI
PENUTUP

A . Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sertipikasi Tanah
Ulayat dalam Rangka Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat hukum adat di

Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Distrik Kemtuk Gresi) dengan pendekatan

yuridis empiris, secara kualitatif maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme implementasi sertipikasi tanah komunal di Distrik Kemtuk
Gresi dilaksanakan melalui dua rezim hukum yang berjalan beriringan, yaitu
rezim hukum negara (administrasi pertanahan) dan rezim hukum adat.
Proses diawali dengan pengakuan MHA Sawoi Hnya oleh Bupati Jayapura,
yang kemudian menjadi fondasi yuridis bagi Kantor Pertanahan untuk
memproses penetapan Hak Pengelolaan (HPL). Dalam praktiknya,
mekanisme ini membuktikan Paradigma Konstruktivisme, dimana
kepastian hukum pertanahan tidak dibentuk secara sepihak oleh negara
(positivisme), melainkan dikonstruksi bersama melalui partisipasi aktif
GTMA, lembaga adat (Dumtru), dan masyarakat dalam penentuan batas
wilayah berbasis tanda alam dan musyawarah adat.

2. Kendala implementasi sertipikasi tanah komunal di lapangan bersifat
multidimensi, meliputi aspek yuridis (tumpang tindih dengan status
kawasan hutan), aspek teknis (medan geografis yang sulit dan keterbatasan
data historis), serta aspek sosiologis (resistensi masyarakat akibat
miskonsepsi bahwa tanah adat akan dirampas negara). Kendala batas
wilayah yang belum disepakati antar-marga secara langsung menghambat
terwujudnya Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) menurut Gustav
Radbruch, karena objek hak menjadi kabur. Namun, hambatan ini diatasi
melalui mekanisme collaborative governance antara ATR/BPN, Pemda, dan
GTMA, serta mengutamakan penyelesaian sengketa batas melalui peradilan

adat sebelum pengukuran teknis dilanjutkan.
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3. Efektivitas sertipikasi tanah komunal di Distrik Kemtuk Gresi telah berhasil
memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif terhadap hak
ulayat MHA Sawoi Hnya dari klaim pihak eksternal. Penerbitan HPL
mengubah status tanah ulayat dari open access menjadi closed access yang
dilindungi negara. Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, kebijakan ini
merupakan wujud keadilan distributif yang mengoreksi kelemahan sistem
pendaftaran tanah individualistik, dengan memberikan instrumen hukum
yang adaptif bagi kelompok Masyarakat hukum adat. Namun, efektivitas ini
baru sebatas pada tahap perlindungan (protective). Tahap pemberdayaan
(prosperity) belum terwujud secara optimal karena belum adanya

pemanfaatan ekonomi produktif pasca-terbitnya HPL.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura Pemerintah Kabupaten diharapkan
tidak hanya berhenti pada tahap pengakuan administratif, tetapi segera
merancang program pemberdayaan ekonomi Masyarakat hukum adat yang
berbasis pada kepastian hukum Hak Pengelolaan (HPL). Status HPL dapat
difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai dasar legalitas bagi MHA Sawoi
Hnya untuk mengakses permodalan, membangun kemitraan strategis dengan
pihak ketiga, atau mengembangkan hasil bumi (seperti kakao dan sagu)
secara terstruktur, sehingga tanah ulayat tidak hanya terlindungi secara
hukum, tetapi juga menyejahterakan secara ekonomi. Selain itu, pemda perlu
mempercepat perbaikan infrastruktur jalan menuju kampung adat untuk
mendukung mobilitas pelayanan pertanahan.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Kantor Pertanahan diharapkan
terus memperkuat sinergitas dengan GTMA dan lembaga adat dalam
mempercepat penyelesaian tumpang tindih wilayah adat dengan kawasan
hutan negara melalui koordinasi lintas sektor (Panitia A). Selain itu,

sosialisasi mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari Hak Pengelolaan
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perlu dilakukan secara berkelanjutan dan masif, tidak hanya pada tahap pra-
pendaftaran, tetapi juga pasca-penerbitan sertipikat, untuk mencegah
terjadinya pelepasan hak ulayat secara sepihak oleh oknum masyarakat di
kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya Lembaga adat (Dumtru) dan
Ondoafi diharapkan menggunakan penerbitan sertipikat HPL sebagai
momentum untuk menegakkan kembali hukum adat internal (hukum waris,
peralihan hak, dan sanksi adat) terkait penguasaan tanah. Sertipikat HPL
harus dipandang sebagai "pagar luar" dari negara, sementara "pagar dalam"
berupa kepatuhan terhadap norma adat dan kesepakatan batas antar-keret
harus terus dijaga agar tidak terjadi fragmentasi atau sengketa internal yang
justru melemahkan eksistensi hak ulayat itu sendiri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih berfokus pada tahap
implementasi dan efektivitas yuridis dari sertipikasi tanah komunal. Oleh
karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak sosio-
ekonomi pasca-penerbitan HPL, atau meneliti model tata kelola (governance)
Hak Pengelolaan oleh Masyarakat Hukum Adat agar sesuai dengan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance yang diadaptasi ke dalam kearifan lokal

Papua.
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